
BUPATITULUNGAGUNG 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG 
NOMOR 32 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2020 
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TULUNGAGUNG, 

Menimbang : bahwa dengan adanya perkembangan terhadap asumsi kerangka 
ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran 
pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, 
maka perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 
48 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 dengan Peraturan Bupati; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286) ; 

2 . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

6 . Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara 



2 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

7 . Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 

8 . Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6178); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322) ; 

11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); 

12. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan 
Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan -
Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo -
Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas 
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 225; 

13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar 
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 57); 

15. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana 
Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 201) ; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 
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17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 
tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang 
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 144 7) 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Tahun 2021 ; 

21 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang 
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 496) ; 

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E) ; 

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D) ; 

25. Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2020 
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur 
Tahun 2021 ; 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Kabupaten Tulungagung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tulungagung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E) ; 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 
2012 tentang Ren cana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Tulungagung Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tulungagung Tahun 2012 Nomor 1 Seri E) ; 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Tulungagung 10 Tahun 2019 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 2 Seri D) ; 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 1 Seri C) ; 
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30. Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung Nornor 48 Tahun 
2020 tentang Rencana Kerja Pernerintah Daerah Kabupaten 
Tulungagung Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten 
Tulungagung Tahun 2020 Nornor 48) ; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA 
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 
2021 . 

Pasal I 

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Tulungagung Nornor 
48 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pernerintah Daerah 
Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten 
Tulungagung Tahun 2020 Nomor 48) diubah sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penernpatannya dalarn Berita Daerah 
Kabupaten Tulungagung. 

Diundangkan di Tu ungagung 
pada tanggal 23 J li 2021 
SEKRETARIS DAE 

Drs. SUKAJI, M,Si. 
Pembina Utama Madya 
NIP. 19640119 198508 1 003 

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung 
Tahun 2021 Nomor 33 

Ditetapkan di Tulungagung 
Pada tanggal 23 Juli 2021 

BUPATITULUNGAGUNG, r 

.. 

-
if 



BAB VI 

PENUTUP 

Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD) ini diharapkan semua pihak dapat mengetahui gambaran tentang 

rancangan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan dan arah kebijakan 

pembangunan Kabupaten Tulungagung Tahun 2021, selain itu RKPD 

dipergunakan sebagai pedoman: 

1. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 

Tulungagung Tahun 2021 ; 

2 . Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan menentukan 

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Kabupaten 

Tulungagung Tahun 2021; 

3. Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P­

APBD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 ; 

4. Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan 

5. Penyelarasan prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan 

pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar tingkat Pemerintah. 

BUPATI TULUNGAGUNG, 

MARYOTO BIROWO 
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